
LEMBARAN DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR ; 26 TAHUN : 1991 SERI ; D NO : 24

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR : 3 TAHUN 1989

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka modngkatkan kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

193

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR : 26 TAHUN : 1991 SERI : D NO : 24 

PEMERINTAH PROPINSI DAERAB TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAB TINGXAT I JAWA TINGAH 

NOMOR : 3 TAHUN tffl 

TENTANG 

ORGANl$ASI DAN TATA DIUA RUMAB SAKIT 
UMUM DAERAB PROPINSI DAERAII TINGXAT I 

JAWA TENGAB 

DENGAN RAHMAT TUIIANYANG MAHA UA 

GUBERNUR DPALA DAERAII nNGKAT I 
JAWA TENGAH 

Menimbang : blhwa dalam nnpa wenlnpldam tdMCIAII 
penyelenggarun pcmedlUIIID din ,_,..... 

193 



2

Mengingat

secara bcrdayaguna dan berhasil guna khususnya 
yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan, 
maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor : 363 Tahun 19J7 jis Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor : 51/Men. Kes./SK/ 
II / 79 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 41/Men.Kes/SK/I/87 Tahun 
1987 serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 
10 Pebruari 1988 Nomor : 061.1/1039/SJ, maka 
dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

: 1. Undang - undang ' Nomor 10 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Kesehatan

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang . 
Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 
tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerin­
tahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indone­
sia Nomor 1596/Men. Kes/Per/n / 1988 
tentang Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 

Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Peme­
rintah Daerah dan Wilayah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 

Tahun 1977 tetang Pedoman Pembentukan. 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah;
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secara bcrdayaguna dan berbasil guna khususnya 
yang menyangkut lidang pelayanan kcschatan, 
maka sesuai dcngan Kepuwsan Menteri Oalam 
Negeri Nomor : 363 Tahun 19.77 jis Keputusan 
Menteri Kesehatan Nornor : 5 l / Men. Kcs. / SK/ 
II / 79 Tamm 1979 dan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 41 / Men. Kes/ SK/ I/ 87 Tahun 
1987 sena Surat Menteri Dalam Ncgeri tanggal 
10 Pebruari 1988 Nomor : 061.1 /1039/SJ. maka 
dipandang perlu mcnetapkan Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Rwnah Sakit Umum Daerah 
Propinsi Daenh Tingkat I Jawa Tengab yang 
pengaturannya dituanskan dalam Peratunn Daenh. 

l. Undang • undang · Nomor 10 Tahun 1950 
tcntang Pembcntukan Propinsi Jaw, Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang 
Pokok • pokok Kesehatan 

3. Undang • unding Nomor 5 Tahun 1974 tentang . 
Pokok - pokok Pemerintlhan DI Daerah ; 

4. Peratunn Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 
tentang Penyenhan sebaglan UNSan Pemerln­
tahan dalam Bidan1 Kesehatan kepada Daenh; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republlt lndone• 
sla Nomor 1596 / Men. Kes / hr/ D / 1988 
tentang Rumah Sakit ; 

6. Keputusan Menteri Dalam Nepri Nomor 362 
Tahun 1977 tenung Pola Orpnlsui Peme­
dntah Daerab clan Wllayah ; 

7. Keputusan Mented Dalam Nea.sd Nomor 363 
· TahWl 1977 tetang Pedoman Pembentutan, 
Susunan Organlwl dan Tata Kerja Dlnu 
Daerah ;· 
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8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 134/Men.Kes/SK/IV/78 
Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan 
Tata Keija Rumah Sakit Umum;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indo­
nesia Nomor: 51/Men.Kes/SK/II/79 tenung 
Penetapan Kelas Rumah Sakit «Rumah Sakit 
Umum Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indo­
nesia Nomor: 41/Men.Kes/SK/I/87 tentang 

penetapan Kelas B Rumah Sakit Umum 
Gunung Jati di Cirebon, Rumah Sakit Umu dr. 
Subandi di Jember, Rumah Sakit Umum 

Purwokerto di Purwokerto, Rumah Sakit 
Umum Samarinda di Samarinda, Rumah Sakit 
Umum Ulin di Banjarmasin dan Rumah Sakit 
Umum dr. Abdul Moeloek di Tanjung Karang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 

TINGKAT 1 JAWA TENGAH TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT IJAWA TENGAH.

BABI 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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8. Keputusan Mcnteri Keschatan Republik 
Indonesia Nomor 134 /Men. Kes /SK/ IV/ 78 
Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Rumah Sakit Umum ; 

9. Keputusan Menteri Kcsehatan Republik Indo­
nesia Nomor: 51/Men.Kes/SK/Iln9 tentang 
Penetapan Kdas Rumab Satit • Rumah Saleh 
Umum Pemcrimah ; 

10. Keputusan Menteri Kexbalan Republilt Indo­
nesia Nomor: 41 /Meo. Kes/SK/1/87 tentang 
penetapan Kelas B Ramah Sakit Umum 
Ounung Jati di Cirebon. RmnahSakit Umu dr. 
Subandi di Jember. Rumah Sakic Umum 
Purwoterto di Purwotcno. Rumah Sakit 
Umum Samarinda di Slmarinda, Rumah Sakit 
Umum Ulla di Banjarmasin clan Rumlh Sakit 
Umum dr. Abdul Moeloet ell Tanjq Xarang. 

Dengan penetujuan Dewan Perwatnan Rakyat Daerah 
Proplnsi Daerah Tlngkat I Jawa Tengah ; 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapakan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINOKAT I JAWA TENOAH TENTANO 
ORO~ASI DAN TATA kEIUA RUMAH 
SAKrl' UMUM DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINOKAT IJAWA TENOAH. 

BAB I 
DTBNTUAN UMUII 

Pual l 

~ Pcratmm Daerah Inf JIiii dimlbud denpn : 
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a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah;

c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah.

d. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah;

f. Unit Pelakasana Fungsional adalah unsur pelaksana yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah;

g. Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan Unit Pelaksana 
Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
1 Jawa Tengah.

BAB n
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kesehatan;

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud ayat (1) terdiri dari 
RSUD dr. Moewardi di Surakarta danRSUD Prof. dr. Margono 

Soekaijo di Purwokerto.
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a. Pemerinlah Daerah adalah Pemerimah Propinsi Daerah Tmgtat 
I Jawa Tenph : 

b. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kcpala Daerah 
Tmgkat I Jawa Tcngah : 

c. Dinas Kcsehatan adalah Dinas Keschatan Propinsi Dacrah 
Tingkat I Jawa Tengah. 

d. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Plopinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah: 

e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah: 

f. Unit Pelakasana Fungsional adalah unsur pelaksana yang 
bcrada dibawah dan benanggung jawab kepada· Direktur 
Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daenh Tingkat I Jawa 
Tcngah: 

g. lmtalasi adalah sarana penunjang kcgiatan Unit Pelaksana 
Fungsional yang berada dibawah dan benanagung jawab kcpada 
Dlrektur Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah. 

BAB D 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Paul 2 

(I) Rumah Sakit· Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dlnas Keschatan ; 

(2) Rumah Sakit Umum Dacrah diplmpln oleh seorang Kepala 
dengan scbutan Direktur yang berada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas KcsehaWL 

(3) Rumah Sak{t · Umum Daerah dimaksud ayat (1) terdlrl dari 
RSUD dr. Moewardt di Surakuta dan RSUD Prof. dr. Margono 
Soekarjo di Pmwoteno. 
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Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan 
keadaan cacat badan dan jiwa sesuai dengan peraturan perundang 

- undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan ini, 
Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengurusan Tata Usaha Rumah Sakit Umum;

b. Melaksanakan usaha pelayanan medis;

c. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis ;

d. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan pening­
katan pemulihan kesehatan;

e. Melaksanakan usaha perawatan;

L Melaksanakan sistim rujukan (sistim referal);

g. Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medis dan 
para medis;

h. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan 

teknologi bidang kesehatan.

BAB m
ORGANISASI

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

a. Direktur dan Wakil Direktur;

b. Bagian Sekretariat;
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Pasal 3 

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugu pokok mclaksanakan 
pclayanan keschaUlll dan penycmbuhan · penderita scna pemulihan 
keadaan cacat badan dan jiwa sesuai dcnaan peraturan perundan1 
- undangan yang berlaku. 

Pasal 4 

Untuk menyclcnuarakan wgas terscbut pada pasal 3 Peraturan ini, 
Rumah Sakit Umum mcmpunyai fungsi : 
a. Melaksanakan pcngunasan Tata Usaha Rumah Sakit Umum; 
b. Melaksanakan usaha pelayanan mcdis : 
c. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis; 

d. Melaksanakan usaha penceaahan uibat penyakit dan pening-
katan pemulihan kesehatan ; 

e. Melaksanalcan usaha pcrawatan ; 
f. Melaksanakan sistim rujukan ( sistim referal ) : 
g. Sebagai tempat pcndidikan dan atau latihan tcnaga medis dan 

para mcdis; 
h. Sebagai tempat penelidan dan pengembangan ilmu. dan 

teknologi bidang kcschatan. 

BAB Ill 
ORGANISASI 

Baaian Pertama 
Susunan Orpnlasi 

Pasal 5 

(I) Susunan 0rpnisui RumahSakit Umum Dacrah tenliri dlri : 
a. Dilalur dlll Wakil DiRklur ; 
b. Bqian Sctrclariat : 
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c. Bidan Pelayanan Medik;

d. Bidang Penunjang Medik;

e. Bidang Perawatan;

f. Bidang Pendidikan dan Latihan;

g. Bidang Keuangan;

h. Unit Pelaksana Fungsional;

i. Instalasi.

(2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi ; 

Bidang Sekretariat terdiri dari 5 Sub Bagian ;

Bidang Penunjang Medik terdiri dari 2 Seksi; 

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari 4 seksi;

Bidang Perawatan terdiri dari 5 seksi;

Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari 4 seksi; 

Bidang Keuangan terdiri dari 3 seksi; • 

Unit Pelaksana Fungsional terdiri dari 18 Unit;

Instalasi terdiri dari 6 Instalasi.

(3) Bagian Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Fungsional dan 
Instalasi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang 
berada dibawah dan beratanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 6
Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoor- 
dinasikan dalam5 rangka melaksanakan tugas - tugas Rumah Sakit 
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan 

Daerah ini.
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c. Bidan Ptlayanan Mcdll: ; 
cl Biding ~jan& Medik ; 
e. Bidang Peraw111n: 
f. Bldang Pcndldltan dan Ladhan ; 

I• Bidang Keuangan ; 
h. Unit Pclaksana Funpional ; 
i. lnstalasi. 

(2) Bagian. Bidang. Unit Pclaksana fungsional dan lnslllasl : 
Bidang Sekretariat terdiri dari 5 Sub Bagian ; 
Bidang Penunjang Mcdik terdiri dari 2 Scksi : 
Bidang Pclayanan Medik terdiri dari 4 scksi ; 
Bidang Perawatan tcrdiri dari S seksi ; 

Bidang Pendidikan dan Latihan tcrdiri dari 4 scksi ; 
Bidang Keuangan terdiri dari 3 scksi ; . 
Unit Pclaksana Fungsional tcrdiri dari 18 Unit ; 
lns&alasi tcrdiri dari 6 lnstalasi. 

(3) ~agian Sekretariat. Bidang, Unit Pelaksana funpional dan 
Jnstalasi masing - masing dipimpin oleh sconn1 Kepala , yang 
bcrada dibawah dan beratanaun1 jawab kcpada Direttur. 

Baclan Keclua 
Dlrektur clan Wakll Dlrektur 

Pasal 6 

Direktur mempunyai tugu memimpin. men1awui dan mengtoor­
dinasikan dalam: rangka mclaksanakan tugu - tugu Rumlh Suit 
Umum Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pual 3 Pcraturan 
Daerah ini. 
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Pasal 7

(1) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh 3 (tiga ) 
orang Wakil Direktur yang terdiri dari :

a. Wakil Direktur Pelayanan medik;

b. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Instalasi;

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(2) Wakil Direktur Pelayanan Medik mempunyai tugas mcngkoor- 
dinasifcan dan. melaksanakan pengawasan terhadap sebagian 

Unit Pelaksana Fungsional yang terdiri dari :

a. Unit Penyakit Dalam;

b. Unit Penyakit Anak;

c. Unit Penyakit Paru-paru;

d. Unit Penyakit Jantung;

e. Unit Bedah;

f. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

g. Unit Penyakit Mata;

h. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan;

i. Unit Penyakit Gigi dan Mulut;

J. Unit Penyakit Syaraf;

k. Unit Penyakit Jiwa;

l. Unit Bedah Syaraf;

m. Unit Penyakit Kulit dan Kelamin.

(3) Wakil Direktur Penunjang Medik dan Instalasi mempunyai 
tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan 

terhadap sebagian Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi 
yang terdiri dari :

a. Unit Rawat Jalan;

b. Unit Anestesi dan Perawatan Intensip;

c. Unit Pelayanan Darurat Medik;

d. Unit Radiologi;

e. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medik;
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Pasal 7 

(l) Dalam menjalankan IUgasnya Diriklur dibantu oleh 3 ( tiga) 
orang Wakil Di~klur ymg tenliri dari : 

a. Wakil Dilektur Pelayanan meclik : 
b. Wakil Dlsektur Penunjang Mccllk clan Jnstalasl : 
c. Wakil Dircktur Umum dan Keuarigan. 

(2) Wakll Direktur Pclayanan Mecllk mempunyai tugas menpoor­
dinasikan dan. melaksanakan pen11wasan lerhadap scbagian 
Unit Pclaksana Funpional yang tcnliri dari : 

a. Unit Pcnyakit Dalam : 
b. Unit Pcnyakit Anak ; 
c. Unit Penyakil PIN - paru ; 
d. Unit Penyakit JanlUllg ; 
e. Unit Bedah ; 
f. Unit Kebidanan dan Penyaklt Kandunpn ; 
g. Unit Penyakit Mala ; 
h. Unit Penyakit Telinga. Hidung dan Tenggorotan : 
i. Unit Pcnylk.it Gigi dan Mulut : 
j. Unit Penyakit Syanf; 
k. Unit Penyakit Jiwa ; 
I. Unit Bccllh Syaraf ; 
m. Unit Penylkit Kullt clln Keluilin. 

(3) Wakll Dileklur ~1111 Medlt clan lmt.iui mcmpunyal 
tups mqkoordinasltan din melaksanakan penpwasan 
ICdlldap scbagian Unit Pelaksana Funpional dan llllllllsi 
yang terdiri clari : 
a. Unit Rawat Jalan ; 
b. Unit AICIICII dlll PaawlllD 1n1a1sip; 
c. Unit Pelayman Darurat Mccllt ; 
d. Unit~ : 
e .. Unit Pela,-. .Rdllbllisasi Mcdik; 
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f. Instalasi Farmasi;

g. Instalasi Pathologi;

h. Instalasi Laboratorium Klinik;

i. Instalasi Gizi;

j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

k. Instalasi Kamar Jenazah.

(4) Wakil /Direktur Umum dan Keuanga mempunyai tugas 

mengkoordinasikan kegiatan administrasi, keuangan dan peng­
adaan perlengkapan serta melaksanakan koordinasi dan penga­
wasan terhadap :

a. Bagian Sekretariat;

b. Bidang Penunjang Medik ;

c. Bidang pelayanan Medik;

d. Bidang Perawatan;

e. Bidang Pendidikan dan latihan;

f. Bidang Keuangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur 
dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah serta niemberikan 
pelayanan administrasi kepada Direktur dalam rangka pelaksanaan 

tugasnya.

Pasal 9.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan 

Daerah ihi, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Mempersiapkan, menyusun program dan laporan mengenai 
kegiatan semua satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit 
Umum Daerah;
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f. lnstalasi Farmasi ; 
g. lnstalasi Pathologi ; 

h. lnstalasi Laboratorium Klinik ; 
i. lnstalui Oizi ; 
j. Jnstalul Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ; 
k. Instalasi Kamar Jenazah. 

(4) Wakil /Direktur Umum dan Keuanga mempunyai tugas 
mcngkoordlnasitan kc&iatan administrasi. keuanaan dan peng­
adaan perlengkapan sena melatsanakan koordinasl clan penga­
wasan terhadap : 
a. Bagian Sekretariat; 
b. Bidang Penunjang Medik ; 
c. Bidang pelayanan Medik ; 
d. Bidang Perawatan ; 
e. Bidang Pendidikan dan latihan ; 
f. Bidang Keuangan. 

Baglan Ketlga 
Sekretariat 

Pasal 8 

Bagian Sekrctariat mcmpunyai tugas mcnyclcnggarakan administrasi 
umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur 
dilingkungan Rumah Sakit Umum Dacrah scrta niembcrikan 
pelayanan administrasi kcpada Dlrcktur dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya. · 

Pasal 9. 

Untuk menyclcnggarakan tugu tcrsebul pada Pasal 8 Peraturan 
Dacrah ihi, Bagian · Sckrctari~t mcmpunyai fungsi : 

a. Mcmpersiaptcan. menyusun program dan laporan mcngcnai 
kcgiatan semua satuan organisasi dillngkungan Rumlh Saklt 
Umum ·oaenh : 
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b. Melakukan pengelolaan kepegawaian, urusan dalam dan ketaia 
usahaan;'

c. • Melaksanakan ketata usahaan penderitaan rawat nginap dan
rawat jalan;

d. Melaksanakan pencatatan medik

Pasal 10

(1) Bagian Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Sub Bagian Kepegawaian;

d. Sub Bagian Rumah Tangga;

e. Sub Bagian Pencatatan Medik ;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sekretariat.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai 
tugas mempersiapkan , mengolah dan menyusun kegiatan 
semua unsur dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan 

penyusunan laporan Rumah Sakit Umum Daerah;

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan surat 
menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan dan tata usaha rawat 
nginap;

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengurusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;.

(4) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengelola urusan 
dalam, pemeliharaan, pencucian dan ketertiban dilingkungan 
Rumah Sakit Umum Daerah;

(5) Sub Bagian Pencawan Medik mempunyai tugas mengatur 

pelaksanaan kegiatan pencatatan medik.
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b. Melakukan pengelolaan k.epegawaian. urusan dalam dan ketata 
usahaan; · 

c. . Melaksanakan ketata usahaan penderitaan rawat nginap dan 
rawat jalan ; 

d. Melaksanakan pencatatan medik 

Pasal 10 

(I) Bagian Sek,:ctariat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan: 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Sub Bagian Kepegawaian ; 
d. Sub Bagian Rurnah Tangga : 
e. Sub Bagian Pencatatan Medik ; 

(2) Masing- masing Sub Bagian sebagaimana dimaksu_d ayat (1) 
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala. yang berada dibawah 
dan benanggungiawab kepada Kepala Baaian Sekretariat. 

Pasal 11 

(I) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai 
tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun kegiatan 
semua unsur dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan 
penyusunan laporan Rumah Sakit Umum Daerah ; 

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan surat 
menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan dan tata usaha rawat 

·ngi~; 
(3) Sub Bagian Kepegawaian mempul)yai tugas melatsanakan 

pengunasan kelqawaian clan tescjahlcraan pegawai : . 
. (4) Sub Bapan Rumlh Tangga mempPnyai taps mengelola urusan. 

dalam, pemelibuaan. pcncucian din kclcniban di linatungan 
Rumab Sakil Ummn Dacrab ; 

(5) Sub Baglan :Peoca~atan Meclik mcmpunyai 111gas mcngatur 
pelaksanaan keglllln pencatNan malit. 
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Bagian Keempat 

Bidang Penunjang Medik

Pasal 12

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Unit 
Pelaksana Fungsional yang bersifat penunjang medik dan 

Instalasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan 
Daerah, ini. Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi 
mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional 
dan Instalasi yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak 
langsung, memperlancar kegiatan penunjang medik.

Pasal 14

(1) Bidang Penunjang Medik terdiri dari :

a. Seksi Penunjang Medis 1;
b. Seksi Penunjang Medis 11;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang 

Medik.

Pasal 15

(1) Seksi Penunjang Medik I, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Penunjang Medik dalam mengkoordinasikan seluruh 
kebutuhan Unit Anestesi dan Perawatan Intensip, Unit 
Pelayanan Darurat Medik, Unit Radiologi dan Unit Pelayanan 
Rehabilitasi Medik dan Unit Kedokteran Nuklir.

(2) Seksi Penunjang Medik II, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Penunjang Medik dalam mengkoordinasikan seluruh 
kebutuhan Instalasai Farmasi, Instalasi Patologi, Instalasi 
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Bagian Keempat 
Bidang Penunjang Medik 

Pasal 12 

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas memban1u Unit . 
Pelaksana Fungsional yang bersifat penunjang medik dan 
lnstalasi. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal l 2 Peraturan 
Daerah. · ini. Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi 
mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Pelaksana Fungsionai 
dan lnstalasi yaitu kcgiatan yang secara langsung atau tidak 
langsung, memperlancar kegiatan penunjang medik. 

Pasal 14 

()) Bidang Penunjang Medik terdiri dari 
a. Seksi Penunjang Medis l ; 
b. Seksi Penunjang Medis II ; 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala. yang berada di bawah 
dan benanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang 
Medik. 

Pasal 15 

( 1) Seksi Penunjang Medik I, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Penunjang Medik dalam mengkoordinasikan seluruh 
kebutuhan Unit Anestesi dan Perawatan lntenstp, Unit 
Pelayanan Darurat Medik, Unit Radiologi dan Unit Pclayanan 
Rehabilitasi Medik dan Unit Kcdokteran Nuklir. 

(2} Seksi Penunjang Mcdik JI. mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Penunjang Mcdik dalam mengkoordinasikan selunah 
kebutuhan lnstalasai Farmasl, Jnstalasl· Pa1ologi, lnstalasi 
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laboratorium Klinik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan 
Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Kamar Jenazah.

Bagian Kelima 

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 16

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Unit 
Pelaksana Fungsional yang bersifat pelayanan medik.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan 

Daerah ini, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi 
mengkoordinasikan seluruh Kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional 
yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan 
pelayanan medis.

Pasal 18

(1) Bidang pelayanan Medik terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Medik I;

b. Seksi Pelayanan Medik II;

c. Seksi Pelayanan Medik III;

d. Seksi Pelayanan Medik IV ;

(2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan 
Medik.

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan Medik I, mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan seluruh 

kebutuhan Unit Penyakit Dalam. Unit Penyakit Anak, Unit 
Penyakit Pam - paru dan Unit Penyakit Jantung;
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laboratorium Klinik, lnst.alasi Oizi. lnst.alasi Pemeliharaan 
Sarana Rumah Sakit dan lnstalasi Kamar Jenazah. 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Medlk 

Pasal 16 

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mcmbantu Unit 
· Pclaksana Fungsional yang bcrsifat pelayanan medik.. 

Pasal 17 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan 
Daerah ini, Bidang Pelayanan Medik mempunyai f ungsi 
mengkoordinasikan seluruh Kebutuhan t)nil Pelaksana Fungsional 
yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan 
pelayanan medis. 

Pasal 18 
(1) Bidang pelayanan Medik terdiri dari : 

a. Seksi Pclayanan Mcdik I ; 
b. Seksi Pelayanan Medik II ; 
c. Seksi Pelayanan Medik Ill ; 
d. Seksi Pelayanan Medik IV ; 

(2) Seksi- seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kcpala, yang berada di bawah 
dan bcnanggung jawab kepada Kcpala Bidang Pelayanan 
Meclilc. 

Pasal 19 

(1) Seksi Pelayanan Medik I. mempunyai tugu membantu Kcpala 
Bidang Pelayanan Medik dalam mcngkoonlinasikan sclunah 
kcbutuhan Unit Penyakit Dalam. Unit Penyakit Anak. Unit 
Pcnyaki1 Pana - pana dan Unit Penylk.it Jantuns; 
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(2) Seksi Pelayanan Medik II, mempunyai lugas membantu 
Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan 
seluruh kebutuhan Unit Bedah dan Unit Kebidanan dan 

Penyakit Kandungan;

(3) Seksi Pelayanan Medik III, mempunyai tugas Kepala Bidapg 
Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan 
Unit Penyakit Mata, Unit Penyakit Telinga, Hidung dan 
Tenggorokan, Unit Penyakit Gigi dan Mulut dan Unit Penyakit 
Bedah Syaraf;

(4) Seksi Pelayanan Medik IV, mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan 
seluruh kebutuhan Unit Penyakit Jiwa, Unit Penyakit Syaraf, 
Unit Penyakit Kulit dan Kelamin dan Unit Rawat Jalan.

Bagian Keenam 

Bidang Perawatan

Pasal 20

Bidang Perawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan 

kegiatan Perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas perawatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan 

Daerah ini, Bidang Perawatan mempunyai fungsi pengaturan dan 

pengendalian kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Pelaksana 
Fungsional.

Pasal 22

(1) Bidang Perawatan terdiri dari :

a. Seksi Perawatan I;
b. Seksi Perawatan 11;

c. Seksi Perawatan UI;

d. Seksi Perawatan IV ;

e. Seksi Perawatan V;
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(2) Seksi Pelayanan Medik II. mempunyai 1ugas membantu 
Kcpala Bidang Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan 
sel.uruh kebutuhan Unit Bedah dan Unit Kebidanan dan 
Penyakil Kandungan ; 

(3) Seksi Pelayanan Medik III. mempunyai tugas Kepala Bidaqg 
Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan 
Unit Penyakit Mata. Unit Penyakit Telinga. Hidung dan 
Tenggorokan. Unit Penyakit Oigi dan Mulut dan Unit Penyakh 
Bedah Syaraf: 

(4) Seksi Pelayanan Medik IV, mernpunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan 
seluruh kebutuhan Unit Penyakil Jiwa. Unit Penyakit Syaraf, 
Unit Penyakit Kulit dan Kelamin dan Unit Rawat Jalan. · 

Bagian Keenam 

Bidang Perawatan 

Pasal 20 

Bidang .Perawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan 
kegia1an Perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas perawatan. 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan 
Daerah ini, Bidang Pcrawatan mempunyai fungsi pcngaturan dan 
pengendalian kcgiatan pelayanan pcrawatan pada Unit Pclaksana 
Fungsional. · 

Pasal 22 

(1) Bidang Perawatan terdiri dari 

a. Seksi Perawatan I ; 
b. Seksi Perawatan JI ; 
c. Seksi Perawatan Ill ; 
d. Seksi Perawatan IV ; 
e. Seksi Perawatan V; 
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(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan.

Pasal 23

(1) Sekai Perawatan I, mempunyai tugas membantu Kepal.i Bidang 
Perawatan dalam menggkoordinasikan kegiatan pelayanan 
perawatan pada Unit Anestesi dan Intensip, Unit Pelayanan 

Darurat Medik, Unit Radiologi dan Unit Pelayanan Rehabili­
tasi Medik dan Unit Kedokteran Nuklir

(2) Seksi Perawatan II, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaya­
nan perawatan pada Unit Penyakit Dalam dan Unit Penyakit 
anak Unit Penyakit Paru-paru dan Unit Penyakit Jantung.

(3) Seksi Perawatan III, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaya­
nan perawatan pada Unit Bedah dan Unit Kebidanan dan 

Penyakit Kandungan.

(4) Seksi Perawatan IV, mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan 
pelayanan perawatan padaUnit Penyakit Mata, Unit Penyakit 
Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Unit Penyakit Gigi dan 
Mulut, dan Unit Bedah Syaraf.

(5) Seksi Perawatan V, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan palaya- 
nan perawatan padaUnit Penyakit Jiwa. Unit Penyakit Syaraf, 
Unit Penyakit Kulit dan Kelamin dan Unit Rawat jalan.

Bagian Ketujuh 

Bidang Pendidikan dan Latihan

Pasal 24

Bidang Pendidikan dan Latihan , mempunyai tugas mengatur dan 

mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan latihan dokter, dokter 
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(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala. yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan. 

Pasal 23 

(1) Sekai Perawatan I, mempunyai tugas membantu KepaL: Bidang 
Perawatan dalam menggkoordinasikan kegiatan pclayanan 
perawatan pada Unit Anestesi dan lntensip. Unit Pelayanan 
Darurat Medik, Unit Radiologi dan lf nit Pelayanan Rehabili­
tasi Medik dan Unit Kedokteran Nuklir 

(2) Seksi Perawatan II, mempunyai tugas membantu Kcpala 
Bidang Perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaya­
nan perawatan pada Unit Penyakit Dalam dan Unit Penyakit 
anak Unit Penyakit Paro - paru dan Unit Penyakit Jantung. 

(3) Seksi Perawatan Ill. mempunyai tugas membantu Kcpala 
Bidang Perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaya­
nan perawatan pada Unit Bedah dan Unit Kebidanan dan 
Penyakit Kandungan. 

( 4) Seksi Perawatan IV. mempunyai tugas meinbantu Kcpala 
Bidailg Perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan 
pelayanan perawatan padaUnit Penyakit Mata, Unit Penyakit 
Te1inga, Hidung dan Tenggorokan. Unit Penyakil Gigi dan 
Mulut, dan Unit Bcdah Syaraf. . 

(5) Seksi Pcrawatan V. mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang perawatan dalam mengkoordinasikan kegiatan palaya­
nan perawatan pada Unit Penyakit Jiwa. Unit Penyakit Syaraf, 
Unit Penyakit Kulil dan Kelamin dan Unil Rawa1 jalan. 

Baglan Ketujuh 
Bidanc Pendldlkan dan Latihan 

Pasal 24 

Bidang Pendidikan dan Latihan • mempunyai tugis mcngaiur dan 
mengkoontinasikan kegiatan pcndidikan dan ladhan doktcr, doklcr 
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ahli dan para medis, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Rumah 
Sakit Umum Daerah maupun bersama-sama dengan instansi lain.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan 
Daerah ini. Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :

a. Mengatur dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan 

dokter, dokter ahli dan para medis *,

b. Melaksanakan penataran bagi tenaga medik dan para medik 

dalam rangka sistim rujukan ;

c. Melaksanakan kegiatan Perpustakaan.

Pasal 26

(1) Bidang pendidikan dan Latihan terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter
b. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter ahli ( Specialis);
c. Seksi Pendidikan dan Latihan Para medik;
d. Seksi Perpustakaan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan 

Latihan.

Pasal 27

(1) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter mempunyai tugas mem­
bantu Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan dalam mengkoor­
dinasikan dan mengadakan kerja sama dengan pihak Departe­
men Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan dan latihan dokter.

(2) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter Ahli mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan dalam 
mengkoordinasikan dan mengadakan kerja sama dengan pihak
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ahli dan pan mcdis. baik yang diselcnggarakan sendiri oleh Rumah 
Sakit Umum Daerab maupun bcrsama - sama dengan instansi lain. 

Pasal 25 

Untuk mcoyelengsarakan tugas tcrscbut pada pasal 24 Peraturan 
Daerah ini, Bidang Pendidikan dan l.alihan mempunyai fungsi : 
a. Mcngatur dan mcngkooRlinasikan pendidikan dan lalihan 

doktcr, dok.ter ahli dan para mcdis ; 

b. Melaksanakan pcnaaaran bagi tenaga medik dan para medik 
dalam rangka sisaim rujukan ; 

c. Mclatsanakan kcgiatan Perpustakaan. 

Pasal 26 

( l) Bidang pendidikan dan Latihan tcrdiri dari 
a. Sek.si Pendidikan dan Latihan Dokter 
b. Sck.si Pcndidikan dan Latihan Doktcr ahli ( Spccialis); 
c. Sek.si Pendidikan dan Latihan Para mcdik; 
d. Seksi Pcrpustakaan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimanadimaksud ayat ( I) Pasal ini, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah 
dan benanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan 
Latihan. 

Pasal 27 

(1) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter mempunyai tugas mem­
bantu Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan dalam mengkoor­
dinasik3!) dan mengadakan kerja sama dengan pihak Depane­
men Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan dan latihan dokter. · 

(2) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter Ahli mempunyai tugas 
membantu Kcpala Bidang Pendidikan dan Latihan dalam 
mcngkoordinasikan dan mengadakan kerja sama dengan pihak 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menye­
lenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan Dokter Ahli

(3) Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedik mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan dalam 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan latihan 

paramedis.

(4) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan 

Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedelapan 

Bidang Keuangan

Pasal 28

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

keuangan Rumah Saki( Umum Daerah.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan 
Daerah ini. Bidang Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan 

kegiatan dalam bidang keuangan dan akuntansi Rumah Sakit 
Umum Daerah.

Pasal 30

(1) Bidang Keuangan terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Anggaran;

b. Seksi Perbendaharaan;

c. Seksi Pengelolaan Dana Intem.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Pasal 31

(1) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan 
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Depanemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mcnye-
lenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan Dokter Ahli 

(3) Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedik mempunya1 tugas 
membantu Kepala Bidang Pendidik.an dan Latihan dalam 
mengkoordinasikan pen~lenggaraan pendidi.kan dan latihan 
paramedis. 

(4) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpu:)takaan 
Rumah Sak.it Umum Daerah. 

Bagian Kedelapan 
. Bidang Keuangan 

Pasal 28 

Bidang Keuangan mempunyai togas melaksanakan pcngelolaan 
kcuangan Rumah Saki( Umum Dacrah. 

Pasal 29 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Pcraturan 
Daerah ini, Bidang Keuangan mempunyai fungsi melaksanak.an 
kegiatan dalam bidang keuangan dan akuntansi Rumah Sakit 
Umum Daerah. 

Pasal 30 

(1) Bidang Keuangan terdiri dari : 

a. Seksi Penyusunan Anggaran ; 
b. Seksi Perbendaharaan ; 
c. Seksi Pengelolaan Dana Intern. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala. yang berada di bawah 
dan benanggung jawab kepada Kcpala Bidang Keuangan. 

Pasal 31 

(I) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan 
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dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, 
otorisasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.

(2) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata usaha 
keuangan dan pengelolaan perbendaharaan Rumah Sakit Umum 

Daerah.

(3) Seksi Pengelolaan Dana lntem mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan penerimaan, pembukuan, penyetoran ke Kas 
Daerah dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari 
pelayanan Rumah Sakit Umum Darah.

Bagian Kesembilan 

Unit Pelaksanaan Fungsional

Pasal 32

Unit Pelaksanaan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan yang meliputi diognose, pengobatan, perawatan,* 
pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemeliharaan kesehatan 

dan rehabilitasi.

Pasal 33

(1) Unit Pelaksanaan Fungsional terdiri dari :

a. Unit Rawat Jalan;

b. Unit Anestesi dan Perawatan Intensip;

c. Unit Pelayanan Darurat Medik;

d. Unit Radiologi;
e. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medik;

f. Unit Penykit Dalam ;

g. Unit Penyakit Anak;

h. Unit Penyakit Paro * paru ;

i. Unit Penyakit Jantung ;.

j. Unit Bedah;
k. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

l. Unit Penyakit Mata;
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dan mcnyusun Rcncana Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
01orisasi. pembukuan dan penanggungjawaban keuangan. 

(2) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata usaha 
keuangan dan pengclolaan perbendaharaan J{umah Sakit Umum 
Daerah. 

(3) Scksi Pcngclolaan Dana lmem mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan pencrimaan. pembukuan, penyetoran kc Kas 
Daerah dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari 
pelayanan Rumah Sakit Umum Darah. 

Baglan Kesembilan 
Unit Pelaksanaan Fungsional 

Pasal 32 

Unit Pelaksanaan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan yang meliputi diognose. pengobatan, perawatan: 
pcncegahan akibat penyakit, peningka1an pemeliharaan kesehatan 
dan rehabilitasi. 

Pasal 33 

( 1) Unh Pelaksanaan Fungsional tcrdiri dari 
a. Unit Rawa1 Jalan ; 
b. Unit Anestesi dan Perawatan lntensip ; 
c. Unit Pelayanan Darurat Medilc; 
d. Unil Radiologi ; 
c. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medik ; 
f. Unit Penykit Oalam ; 
g. Unit Penyakh Anak; 
h. Unit Penyakit Paru - paru ; 
i. Unit Penyakit Jantung ; . 
j. Unit Bedah ; , _ 
k. Unit Kebida~ dan Penyakit Kandungan ; 
l. Unit Penyakil Mata ; 
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m. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan;

n. Unit Penyakit Gigi dan Mulut;

o. Unit Bedah Syaraf;

p. Unit Penyakit Jiwa;

q. Unit Penyakit Syaraf;

r. Unit.Penyakit Kulit dan Kelamin.

(2), Masing-masing Unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku Kepala yang 
ditunjuk, diantara pejabat fungsional yang senior dilingkungan 
Unit yang bersangkutan, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 34

Unit rawat Jalan njempynyai tugas melaksanakan diagnose, pen­
gobatan. perawatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit dan 
peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita rawat jalai) yang 
datang dan atau melaksanakan rujukan baik ke Unit Pelaksana 

Fungsional lainnya maupun ke Unit Pelayanan Kesehatan di luar 

Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 35

Unit Anestesi dan Perawatan Intensip mempunyai tugas melak­
sanakan Anestesi perawatan intensip dan pengobatan.

Pasal 36.

Unit Pelayanan Danirat Medik mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan darurat medik yang meliputi diagnose. pengobatan, 
perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan 

kesehatan.

Pasal 37

Unit Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Radio­
logi yang meliputi diagnose, pengobatan, perawatan, pencegahan
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m. Unit Penyak.it Telinga. Hidung dan Tenggorokan ; 
n. Unit Penyakit Gigi dan ·Mulut; 
o. Unit Bedah Sy~ rDf ; 
p. Unit Penyakit Jiwa ; 
q. Unit Penyakit Syaraf; 
r. Unit _Penyakit Kulit dan Kehu11:in. 

(2). Masiilg-muing Unit sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, 
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku Kepala yang 
ditunjuk. diantan pejabat fungsional yang senior dilingkungan 
Unit yang bersangkutan. yang berada di bawah dan benanggung 
jawab langsung kepada Direktur. 

Pasal 34 

Unit rawat Jalan °'empynyai tugas melatsanakan diagnose, pen­
gobatan, perawatan. penyuluhan. pencegahan akibat penyakit dan 
peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita rawat ja18Q yang 
datang dan atau melaksanakan rujukan bait · ke Unit Pelatsana 
Fungsional lainnya maupun ke Unit Pelayanan K~sehatan di luar 

· Rumah Sakit Umum Daerah. 

Pasal 35 

Unit Ancstesi dan· Perawatan lntensip mempunyai tugas melak -
sanakan Anestesi perawatan intensip dan pengobatan. 

PaSII 36. 

Unit Pelayllllll Darurat Medik. mcmpunyai tugas melaksanlkan 
pelayanan darurat mcdik yq meliputi diagnose. pcngobatan, 
pcrawatan. pencegaban akibat penyakit dan peningkatan pemulihan 
kcsebatan. 

Pua.I 37 

· Unit Radiologi mempunyai tugas melaksanattn pelayanan Radio­
logi yang mcliputi diagnose. pengobatan. perawatan. pencegahan 
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akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.

Pasal 38

Unit Pelayanan Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan 

rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan physiotherapi, alat 
pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan.

Pasal 39

Unit Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan 
peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit dalam.

Pasal 40

Unit Penyakit Anak mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit anak.

Pasal 41

Unit Penyakit Paru - paru mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
perawatan , rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pe­
ningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit paru-paru.

Pasal 42

Unit Penyakit Jantung mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit jantung.

Pasal 43

Unit Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, 
perawatan , rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pe­
ningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah.
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akibat penyakit dan peningkat.an ·pemulihan keschatan. 

Pasal 38 

Unit Pelayanan Rehabilitasi Mcdik mempunyai tugas melatsanakan 
~habilitasi medis yang meliputi pelayanan physiotherapi. alat 
pembantu buatan dan lati~an kerja • perawatan dan pcngobatan. 

Pasal 39 

Unit Penyakit Dalam mempunyai tugas · melaksanakan diagnose. 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi. pencegahan akibat penyakit dan 
peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit dalam. 

Passi 40 

Unit Penyakit Anak mempunyai tugas melaksanakan diagnose. 
pcngobatan, perawatan ~ rehabilhasi, pencegahan akibat pcnyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit anak. 

Pasal 41 

Unit Penyakit Paru -paru mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
perawatan , rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pe­
ningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit paru • paru. 

Pasal 42 

Unit Penyakit Jantung mcmpunyai tugas mclaksanakan diagnose. 
pengobatan, perawatan • rehabilitasi. pencegahan akibat pcnyaklt 
dan peningkatan pemulihan kcschatan dibidang penyakit jantung. 

Pasal 43 

Unit Bedah mcmpunyai tugas mclaksanakan diagnose, pengobatan,· 
pcrawatan • rehabilitasi, pencegahan aklbat pcnyakit dan pc­
ningkatan pemulihan kesehaWl di bidana bedah. 
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Pasal 44

Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan mempunyai tugas 
melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan , rehabilitasi, 
pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan 

di bidang kebidanan dan penyakit kandungan.

Pasal 45

Unit Penyakit Mata mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit mata.

Pasal 46

Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan mempunyai tugas 
melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan , rehabilitasi, 
pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan 

di bidang Penyakit telinga, hidung dan tenggorokan.

Pasal 47

Unit Penyakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan 
diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat 
penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit 
gigi dan mulut.

Pasal 48

Unit Bedah Syaraf mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit bedah 
syaraf.

Pasal 49

Unit Penyakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit jiwa.
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Pasal 44 

Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan mcmpunyai tugas 
melak.sanakan diagnose, pengobatan, perawatan • rehabilitasi, 
pencegahan ak.ibal penyakit dan peningkatan pcmulihan kesehatan 
di bidang kebidanan dan penyakit kandungan. 

Pasal 4S 

Unit Penyak.it Mata mempunyai tugas melaksanakan diagnose. 
pengobatan, perawatan. rehabililasi. pencegah:in akibal penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit mata. 

Pasal 46 

Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorok.an mempunyai tuaas 
melaksanakan diapose, pengobatan, perawatan • rehabililasi, 
penccaahan atibat penyakit dan peningkatan pemulihan kcsehatan 
di bidan& Penyalcit telinga. hidung dan tenggorokan. 

Pasal 47 

Unit Penyakit Oigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan 
diagnose, pengobatan; perawatan • rchabilitasi, pencegahan akibat 
penyakit dan peningkatan pemu1ihan ke.sehatan di bidang penyakit 
gigi dan muluL 

Pasal-48 

Unit 8edah · Syaraf mempunyai tugu melwanakan diasnose. 
pcngobatan, pe11watan, rehabilitui, pencegahan akibat pcnyakit 
clan peningtatan pemulihan kesehatan di bidang penyaklt bedah 
syaraf. 

Pual49 

Unit Penyakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pcngobatan, perawatan , rehabilitasi. penccgahan akibat penyaldt 
clan peningk11an _pemulihan kcsehatan di bidan.g penyakit jiwa. 
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Pasal 50
Unit Penyakit Syaraf mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan , rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit syaraf.

Pasal 51

Unit Penyakit Kulit dan Kelamin mempunyai tugas melaksanakan 
diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat 
penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang kulit dan 
kelamin.

Bagian Kesepuluh

Instalasi

Pasal 52

Instalasi mempunyai tugas menunjang kegiatan Unit Pelaksana 

Fungsional.

Pasal 53

(1) Instalasi terdiri dari :

a. Instalasi Farmasi

b. Instalasi Patologi;

c. Instalasi Laboratorium Klinik;

d. Instalasi Gizi;

e. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

f. Instalasi Kamar Jenazah.

(2) Masing - masing Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 54

Instalasi Farmasi mempunyai tugas :
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Pual 50 
Unit Pcnyakit Syaraf mempunyai tugas melaksanakan diagnose, 
pengobatan, perawatan • rehabilitasi, pencegahan akibat _penyakit 
dan peningkatan pemulihan kesehalan di bidang penyakil syaraf. 

Pasal St 

Unil Penyakit Kulit oan KeJami'1 mempunyai tugas melaksanakan 
diagnose, pengobatan. perawatan , rehabilitasi, pencegahan akibat 
pcnyakit dan pcningkatan pemulihan kesehatan di bidang kulil dan 
kelamin. 

Bagian Kesepuluh 
Instalasi 

Pasal 52 

lnstalasi mempunyai tugas menunjang kegiatan Unit Pelaksana 
Fungsional. 

Pasal 53 

(I) lnstalasi terdiri dari : 
a. Instalasi Fannasi 
b. lnstalasi Patologi ; 
C. lnstalasi Laboratorium Klinik; 
d. · 1nstalasi Gizi ; 
e. lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ; 
f. Instalasi Kamar Jenazah. 

(2) Masing-masing lnslalasi sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal 
ini. dipimpin oleh seorang Kcpala, yang berada di bawah dan 
benanggung jawab kepada Direktur. 

Pasal 54 

lnstalasi Fannasi mempunyai tugas : 
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a. Melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penya­
luran obat -obatan, gas medik serta bahan kimia.

b. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat 
kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan.

Pasal 55

Instalasi Pathologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pemeriksaan di bidang pathologi untuk keperluan diagnose.

Pasal 56

Instalasai Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik untuk 

keperluan diagnose dan kegiatan transfusi darah.

Pasal 57

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penge­
lolaan, penyediaan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi.

Pasal 58

Instalasi pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas 
melaksanakan :

a. Pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik 

gas teknis, zat lemas serta pembuangan sampah dan cairan 
buangan;

b. Pemeliharaan peralatan listrik, elektomedik, radiologi dan 
kedokteran nuklir;

c. Penyediaan air minum, air panas, gas teknis, zat lemas dan 
listrik;

d. Penyuci - hamaan alat kedokteran dan alat kesehatan.

Pasal 59

Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
dalam bidang perawatan jenazah.
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a. Melaksan*in kegiatan peracitan. penyimpanan dan penya­
lu~ obat· - obatan. gas medit sena bahan kimia. · 

b. Mclaksan*an kcgiatan penyimpanan dan penyaluran alat 
kedoktenn. alat penwatan · dan alat kesehatan. 

Pasal 55 

lnstalasi Palhologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pcmeriksaan di bidang pa~logi untuk keperluan diagnose. 

Pasal 56 

lnstalasai Laboratorium Klinik mempunyai tusas melaksanakan 
kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik unluk 
kepcrluan diapose dan kegiatan transfusi danh. 

Pasal S7 

lnstalasi Oizi mcmpunyai tugas melak.sanakan kegiatan penge­
lolaan. penycdiaan, pcnyaluran makanan dan penyuluhan gizi. 

Pasal 58 
. 

lnstalasi pcmelihanan Sarana Rumah Sak.it mempunyai tugas 
melaksanakan : 

a. Pemelihanan bangunan instalasi air minum. air panas. listrik 
gas teknis. zat lemas sena pembuangan sampah dan cairan 
buangan: . 

b. Pemeliharaan peralatan listrik, elektomedik, radiologi dan 
tedokteran nuklir ; 

c. Penyediaan air minum, air panas, gas telmis, zat lemas dan 
listrit : 

d. Penyuci - hamaan alat k.edokteran dan alat kesehatan. 

Pasal St 

lnstalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
dalam bidang pcmwatan jenazah. 
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B A B IV
TATA KERJA

Pasal 60

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur/ Wakil Direktur t Kepala 

Bagian, para Kepala bidang dan para Kepala Unit Pelaksana Fungsi 
onal dan para Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal 
baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun 
dengan satuan organisasi dalam Dinas Kesehatan serta dengan 
insatansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.

Pasal 62

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah 
Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannyamasing-masing dan memberi­
kan bimbingan serta petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas 

bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk - petunjuk dan benanggung jawab kepada 
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada 

waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk petunjuk kepada bawahannya.
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BA. B IV 

TATA KERJA 

Pasal 60 

Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah dalam melaksanakan tugasnya 
bcrdasarkan kebijaksanaan yang ditetapltan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan. 

Pasal 61 

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur/ Wakil Direktur. Kepala 
Bagian, para Kcpala bidang dan para Kepala Unit Pelaksana Fungsi 
onal dan para Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara venikal dan horisontal 
baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun 
dengan satuan organisasi dalam Oinas Kesehatan scna dengan 
insatansi lain sesuai dcngan tugas pokoknya masing - masing. 

Pasal 62 

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lipgkungan Rumah 
Sakit Umum D aerah bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasi kan bawahannya·masing- masing dan memberi­
kan bimbingan sena petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk - petunjuk dan benanggung jawab kepada 
atasan masing • masing dan menyampaikan laporan tepat pada 
waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk petunjuk kepada bawahannya. 
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Pasal 63

Para Kepala Bidang. Kepala Unit Pelaksana Fungsional dan Kepala 
Instalasi menayampaikan laporan kepada Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat menyusun laporan 
berkala Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 64

Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi 
dibantu oleh pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam 

rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing • masing 
mengadakan rapat berkala.

Pasal 66

Bagan susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah se­
bagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.

B A B V

K E PEGA W A I A N

Pasal 67

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

(1) Direktur dan Wakil - wakil Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala 
Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
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Paal 63 

Para Kepa)a Bidang. Kcpala Unit Pclatsana Fungsional dan KepaJa 
Jnstalasi menayampaikan laporan kepada Direktur Rumah Saldt 
Umum Daenh clan Kepala Bagian Setre1ariat menyusun laporan 
berkala Rumah Satit Umum Daerah. 

Paal 64 

Dalam menyampaikan laponn masing - masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan puJa tepada Sauan Organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 65 

Dalam melaksanatan. tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi 
dibantu oleh pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam 
rangka memberikan bimbinpn kcpada bawahan masing - muing 
mengadakan rapet berkala • 

. , ••• 66 

Bagan susunan Organisasi Ruinah Satit Umum Daerah sc­
bagaimana terlampir, yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari 
Peratunn Daerah ini. · 

BAB V 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 67 

Jenjang Jabalan clan tepangkatan· sena susunan kcpcgawaian 4iatur 
sesuai denpn peraturan pcnmdang - undangan yang bcrlaku . 

.... QI 

(1) Direktur din Watil - wakil Direttur Rumab Satit Umum 
Daerah di angkat clan diberheoaikan olch Gubemur Kepala 
Daenb 11a usul Kcpala Dinas KesdWan. 
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(2) Kepala Bagian. Bidang. Sub Bagian. Seksi, para Kepala Unit 
Pelaksanaan Fungsional dan Kepala Instalasi diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah atas usul Direktur 
Rumah Sakit Umum Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini. Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata 
Kerjanya dinyatakan berdasarkan Peraturam Daerah ini.

BAB VII 

PENUTUP

Pasal 70

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur 

Kepala Daerah.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

dewan perwakilan rakyat
DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

KETUA.

ud

Ir. SOEKORAHARJO

Semirang, 26 Juli 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH.

lid

ISMAIL
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(2) Kepala Bagian. Bidang, Sub Bagian. Scksi. para Kepala Unit 
Pelaksanaan Fungsional dan Kepala lnstalasi diangkaa dan 
diberhentikan oleh Gubcmur Kepala Daerah atas usul Direktur 
RumahSakit Umuin Daerah mclalui Kepala Dinas Keschatan. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 

Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada sebelum bcrlakunya 
Peraturan Daerah ini, Pembcntulc.an, susunan Organisasi dan Tata 
Kerjanya dinyatakan berdasarkan Peraturam Daerah ini. 

B A B VII 
PENUTUP 

Pasal 70 

Hal hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lcbih lanjut oleh Oubemur 
Kepala Daerah. 

Pasal 71 

Peraturan Daerah ini mulai bertaku scjak tanggal ditctapkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahlcan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dcngan penempatannya dalam 
Lembaran Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
. DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

KE TU A, 

ud 

Ir. SOEKORAHARJO 
216 

Semanng, 26 Juli 1989 

OUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINOKAT I JAWA TEHGAH, 

lld 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan Surat Keputusan­
nya Nomor 45 Tahun 1991 tanggal 27 Mei 1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah Nomor : 26 Tanggal : 26 Juni 1991

Seri : D No. : 24

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Ymt,

ttd

Drs. WAHYUDI

NIP. 010014 882

Assistcn IV Sekwilda
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· Disahtan oleh Menteri Dalam Ncgeri R.I. dengan Surat Keputusan­
nya Nomor 45 Tahun 1991 tanggal 27 Mei 1991. 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor : 26 Tanggal : 26 Juni 1991 

Seri : D No. : 24 

SEKRETARIS WILA YAH / DAERAH TINOKA T I 
JAWA TENOAH 

Ymt, 

lid 

Drs. WAHYUDI 
NIP. 010 Ol4 882 

Assistcn IV Sekwilda 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT J JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Rumah Sakit Umum' Daerah Surakarta dan Rumah Sakit 
Umum Daerah Purwokerto adalah merupakan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te­
ngah dan sebagai aparat daerah dalam melaksanakan urusan - 
urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 49 Tahun 1952 dan kemudian diganti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyera­
han Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan 

kepada Daerah.

Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan diartikan 
sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan langsung 
di bidang tugas pokoknya dalam rangka menunjang sebagian 

tugas .pokok Satuan Organisasi induknya, dalam hal ini Rumah 
Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melak­
sanakan sebagian tugas pokok dari Dinas Kesehatan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah meliputi, pelayanan medik, 
rehabilitasi medik, perawatan kesehatan rujukan.
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING KAT I 

JAWA TENGAH 
NOMOR : l TAHUN 1989 

TENTANG 

SUSUNAN QRGANISASI DAN TATA KERJA 

RUMAJI SAKIT UMUM DABRAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT J JAWA TENGAH 

I. PENJELASAN UMUM : 
Rumah Sakil Umum · Daerah Surakana dan Rumah Sakit 

Umum Daerah Purwokeno adalah merupakan Unir Pelaksana 
Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te­
ngah dan sebagai aparat daerah dalam melaksanakan urusan -
urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada Dacrah Tingkat 
I Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Pcmerintah 
Nomor 49 Tahun 19S2 dan kemudian diganti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987. tentang Penycra­
han Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kcsehatan 
kepada Daerah. 

Unit Pelaksana Teknis -di bidang kesehatan dianikan 
sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan langsung 
di bidang tugas pokoknya dalam rangka menunjang sebagian 
tugas .pokok Satuan Organisasi induknya. dalam hal ini Rumah 
Sakil Umum Daerah scbagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Kesehatan Pmpinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah melak­
sanatan scbagian togas pokok dari Dinas Kesehalan Propinsi 
Daerah Tmgkat I Jawa Tengab meliputi. pelayanan medik. 
rchabilitasi medik, perawatan kesehlWa rujukan. 

219 



28

Urusan - urusan tersebut merupakan bagian dari urusan 
kesehatan yang telah diserahkan dari Pusat kepada Daerah 
Tingkat 1 yang meliputi lebih kurang 18 urusan kesehatan 
.sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat I. dan selanjutnya 
menjadi tugas pokok dari Dinas Kesehatan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah. Dengan telah ditetapkan Susunan 
Organisasi dan Tata Keija Dinas Kesehatan Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1981 yang disusun 

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1980, maka Rumah Sakit Umum Daerah, perlu segera 

ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjannya.

Selaras dengan surat dari Departemen Dalam Negeri 
Nomor : 061 / 1093 / SJ / tanggal 10 pebruari 1980 Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum milik Daerah 

Tingkat 1 dibentuk dalam Peraturan Daerah yang disusun 
dengan berpedoman Surat Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor : 134 /Men. Kes./SK/IV/78 Tahun 1978. Disamping 
itu penyusunan Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah 

Sakit Umum berpedoman pula pada Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 51 / Men.Kes. / SK / II / 79 Tahun 1979 dan 

Nomor 41. Men. Kes/SK /1/87 Tahun 1987 yang antara lain 

menetapkan rumah Sakit Kelas B, dan untuk Rumah Sakit 
Umum Daerah Surakarta agar juga memperhatikan Surat 
Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 544 / Men. Kes / SKB / K/ 81, 
Nomor: 0430 a/U/1981, Nomor : 324A Tahun 1981, dimana 

ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta menjadi 
salah satu Rumah Sakit Pendidikan tempat untuk mendidik 

para calon dokter dan para calon dokter spesialis.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara ber­
daya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut 
bidang kesehatan di Jawa Tengah, maka Rumah Sakit Umum
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Urusan - urusan tcrsebut merupakan bagian dari urusan 
kesehatan yang telah diserahkan dari · Pusa1 kepada Daerah 
Tingkat I yang melipuli lebih kurang 18 urusan kesehatan 
.sebagai urusan rumah tangga Daenh Tingkat I, danselanjutnya 
menjadi tugas pokok dari Dinas Kesehatan Propinsi Dacrah 
Tingkat I Jawa Tengah. Dengan lelah ditetapkan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dalam Pcraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1981 yang disusun 
berdasarkan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1980, maka Rumah Sakit Umum Daerah, perlu segera 
ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjannya. 

Selaras dengan sural dari Depanemen Dalam Negeri 
Nomor : 061 / 1093 /SJ/ tanggal 10 pebruari 1980 ·susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum milik Daerah 
Tingkat I dibentuk dalam Peraturan Daerah yang disusun 
dengan berpedoman Surat Keputusan Menteri Keschatan 
Nomor : 134 / Men. Kes. /SK/ IV /78 Tahun 1978. Disamping 
itu penyusunan Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah 
Sakit Umum berpedoman pula pada Surat Keputusan Menteri 
Keseha,an Nomor 51 / Men.Kes. /SK/ II /79 Tahun 1979 dan 
Nomor 41 • Men. Kes /SK/I/ 87 Tahun 1987 yang antara lain 
menetapkan rumah Sakit Kelas B, dan untuk Rumah Sakit 
Umum Daerah Surakana agar juga memperhatikan Surat 
Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 544 / Men. Kes / SKB / K/ 81, 
Nomor: 0430 a/U/1981, Nomor: 324A Tahun 1981, dimana 
ditetapkan Rumah Sakil Umum Daerah Surakana menjadi 
salah saru Rumah Sakit Pendidikan tempal untuk mendidik 
para calon dokter dan para calon dokter spesialis. 

Untuk Iebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara ber­
daya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut 
bidang kesehatan di Jawa Tengah, maka Rumah Sakit Umum 
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Daerah sebagai aparat pemberi pelayanan kesehatan secara 
langsung kepada masyarakat perlu segera ditetapkan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerjanya dalam Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Yang dimaksud Rumah Sakit Umum

Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

yang terdiri dari Rumah Sakit Umum 
Daerah Dokter Moewardi Surakarta di 
Surakarta yang meliputi 2 lokasi ialah 
Mangkubumen dan di Jebres Kolamadya 

Daerah Tingkat II Surakarta, dan Rumah 
Sakit Umum Daerah di Purwokerto.

Pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 Dengan ditunjuknya Rumah Sakit Umum
Daerah Kias B Surakarta tersebut sebagai 
Rumah Sakit Pendidikan , maka Rumah 
Sakit Umum Daerah dokter Moewardi 
Surakarta menjadi tempat Pendidikan 
Calon Dokter umum dan Calon dokter 
spesialis yang diselenggarakan oleh Fakul­
tas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
di Surakarta, sedangkan Rumah Sakit 
Umum Daerah Purwokerto hanya sebagai 
Rumah Sakit Kelas B.

Pasal 5s/d32

Pasal 33

Pasal 34s/d52

Pasal 53

: Cukup jelas

Kepala Unit Pelaksana Fungsional Pasal 33 
ini termasuk dalam jajaran jabatan Fungsional 
di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

: Cukup jelas.

Kepala Instalasi seperti dimaksud dalam 
pasal 53 ini. termasuk jajaran jabatan
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Daerah sebagai aparat pemberi pelayanan kesehatan secara 
langsung kepada masyarakat perlu segera •ditetapkan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerjanya dalam Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 Yang dimaksud · Rumah Sakit Umum 

Daerah adalah Rumah Sakh Umum Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
yang terdiri dari Rumah Sakil Umum 
Daerah Dokter Moewardi Surakana di 
Surakana yang meliputi 2 lokasi ialah 
Mangkubumen dan di Jebres Koaamadya 
Daerah Tingkat II Surakana, dan Rumah 
Sakit Umum Daerah di Purwokeno. 

Pasal 2 s / d 3 Cukup jelas 
Pasal 4 Dengan ditunjuknya Rumah Sakit Umum 

Daerah Klas B Surakana tersebut sebagai 
Rumah Sak.it Pendidikan , maka Rumah 
Sakit Umum Daerah dokter Moewardi 
Surakana menjadi tempat Pcndidikan 
Calon Ookter umum dan Calon dokter 
spesialis yang diselenggarakan oleh Fakul­
tas Kedo~teran Universitas SebeJas Maret 
di Surakana, sedangkan Rumah Sakit 
Umum Daerah Purwokeno hanya sebagai 
Rumah Sak.it Kelas B. 

Pasal S s / d 32 Cukup jelas 
PasaJ 33 Kepala Unit _Pelaksana Fungsional Pasal 33 

ini termasuk dalamjajaranjabatan Fungsional 
di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

Pasal 34 s /d 52 · Cutup jelas. 
Pasal 53 Kepala lnstalasi sepeni dimaksud dalam 

pasal 53 _ini. tennasuk jajann jabalan 
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Pasal 54 s / d 58

Pasal 59

Pasal 60 s / d 67

Pasal 68

Pasal 69 s/d 71

Fungsional di lingkungan rumah Sakit Umum 

Daerah.

: Cukup jelas.

Instalasi Kamar Jenazah juga disebut 
sebagai Instalasi Kedokteran Forensik

: Cukup jelas.

: Untuk pengangkatan dan pemberhentian 
Kepala Unit Pelaksana Fungsional dan 
Kepala Instalasi Pathologi, Instalasi Labo­
ratorium Klinik serta Instalasi Kamar 
Jenazah (Instalasi Kedokteran Forensik) di 
Rumah Sakit Umum Daerah dokter 
Moewardi Surakarta, dilakukan oleh 
Gubernur Kepala Daerah alas usul 
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
Surakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan 
dan selelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, hal 
ini berhubung Rumah Sakit Umum Daerah 
Surakarta ditunjuk sebagai Rumah Sakit 
Pendidikan, sebagai tempat pendidikan 

calon dokter Umum dan dokter Spesialis 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedok­
teran Universitas Sebelas Maret di 
Surakarta.

: Cukup jelas.
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Pasal 54 s / d 58 

Pasal 59 

Pasal 60 s I d 67 

Pasal 68 

Pasal 69 s / d 71 
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Fungsional di lingkungan rumah Sakit Umum 
Dacrah. 
Cukup jelas. 
lnstalasi Kamar Jenazah juga disebut 
sebagai · lnstalasi Kedokteran Forensik 
Cukup jelas. 
Untuk pengangkatan dan pemberhemian 
Kepala Unit Pelaksana Fungsional dan 
Kepala Instalasi Pathologi, lnstalasi Labo­
ratorium Klinik sena Instalasi Kamar 
Jenazah ( lnstalasi Kcdokteran Forensik) di 
Rumah Sakit Umum Daerah dokter 
Moewardi Surakana, dilakukan oleh 
Gubcmur Kcpala Dacrah atas usul 
Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah 
Surakana mclalui Kepala Dinas Kesehatan 
dan setelah mendapal persetujuan dari 
Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan 
dan Kcbudayaan Republik Indonesia, hal 
ini berhubung Rumah Sakit Umum Daerah 
Surakana ditunjuk . sebagai Rumah Saldt 
Pcndidikan, sebagai tempat pendidikan 
calon dokter Umum dan dokter Spesialis 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedok­
teran Universitas Sebelas Maret di 
Surakana. 
Cukup jelas: 



LAMPIRAN :
BAGAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TANGGAL : 26 JULI 19«9
NOMOR : 3 TAHUN 1919

DIREKTUR

WK. DIREKTUR WK. DIREKTUR | W K. DIREKTUR

Sub Bag»e Sub Sub Sub Bagian Sub BagianrUee^wtevA44b
Bagian Bagian Rumaha Pencaiaiaa

Program dan 
Laporan

Taia Usaha Kepegawaian Tangga Media

T

Se k * i
Perawatan I

Seksi 
Perawatan IV

--------SHTi--------  
Pend. & Lal Dokter

Seksi 
‘ Pend. & Lat. dr. Ahli

Seksi 
Perpustakaan

Hidang 
Keuangan

Seksi
Pengurusan Anggaran

Seksi
Perbendahaan

Seksi 
Pengolahan Dana

Unil
Rawat
Jalan

Unit
Aneatasi 
fcPr.W

Inu.

Unil
Pol. 

Darurat 
Media

Unil 
Radio­

logi

Unil
PoL 

Rthab.
u— mem*

Unil 
Pwy. 
Dai»

Unit
en----rCWjf.
Anak

Unit 
Peny 
Paru1

Unit 
Peny. 

Jantung

Unil 
Bedah

Unrt 
Kebid 
Peny. 
KandL

Unit
Peny»
Mau

Unil 
Peny. 

'T.II.T

Unil 
Peny. 

Gigi A 
Mulut

Unil 
Bedah 
Syaraf

Unil 
Peny 
Jiwa

Unil 
Peny 

Syaraf

Unk

KufeA
Kelamin

223 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA.
nd

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH.

ttd

B A. G A N 
LAMPIRAN : PERA TURAN DAER.AH PROPINSI 

DABRAH TDtCKAT I JAWA TiiNGAH. 
SUSUNA.N ORGANISASI DAN TATA KUJA 

RUMAN &\KIT UMUM DAIRAH PROPINSI DAER.AH 
TINGKAT 1 JAWA TENOAH 

TANOOAL : 26 JUU 1919 
NOMOR ; J TAHUN 1"9 

DlllBK.TIJR 
WK. OlllDmJA WC. DIIUIIC'1\la WI.. Dlll!ICI\JR 

••• PelayananMediklll . " Pttlayanan Madk IV 

8 II 
Perawalan V 

lb1ian Sdl.-..ria& 

Sut, 

BaJi• 
Kcpqa..,. 

Unit Unit Unil 
Pay. 

Pen,. Cii1i A 8cdah 
T.11. T Mulul Sy•raf 

. ., 
P~Oana 

DEWAN PEAWAIOI.M RAKYAT DAERAH 
PAOPINSI DAER.AH TINGKAT I JAWA TENGAH . 

GUBEANUR f<EPALA OAEAAH 
TINGKAT I JAWA 1:ENGAH. 

KETUA. .. ud 


